
Me im bang 

Mengin gat 

BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JA WA BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

NOMOR 11 TAHUN 2022 

TENTANG 

ANGGARA PENDAPATAN DA BELA JA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untuk m elaksanakan ketentuan Pasal 3 17 Undang
Undang Nomor 2 3 Tahun 2014 ten tang Pem erin tahan 
Daerah sebagaim a n a telah diubah beberapa k a li, terakhir 
dengan Undang-Un dang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah an Daerah perlu menetapkan Peratura n Daerah 
te tang Anggaran Penda patan dan Be anja Daera h Tahu n 
Anggaran 2023; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahu n 1945; 

2 . Undang-Undang Nomor 14 Tahu n 19 50 tentang 
Pem eritahan Da erah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Pro ins· Djawa Bara t (Berita Republik Indon esia Tahun 
19 50) sebaga ima na telah diubah dengan Undang-Undang 
Nom or 4 Tahun 1968 ten tang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupa ten Suba ng den gan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahu n 1950 tentang 
Pemerintahan Daera h Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik In donesia Nomor 285 1); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tam bah an 
Lembaran Negara Republik Indon esia Nomor 4421); 
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5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga 
Negara Republ"k Indone ia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lemba ran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagairnana telah diubah beberap kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nom r 1 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Peru ang
Unda ngan (Lernbaran Negara Republik Indone. ia Tahun 
2022 Nomor 143, Tam bah an Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 680 1); 

7. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintah an Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali d 'ubah terakhir denga n Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang ubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusa t dan Pem erintahan 
Daerah (Lembaran Negara epub ik In onesia T un 2022 
Nomor 4 , Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nom or 6 757) ; 

8 . Und ng-Unda ng Nomor 2 Tahun 2020 t nta g Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Und g Nomor 1 
Tahun 2020 ten tang Kebijakan Keuanga n Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) danl atau dalam 
rangka m enghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan l atau Stabilitas Sistem 
Keuangan (Lernbara n Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6 516), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ten tang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nornor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintab Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lemharan Negara Repuhlik Indonesia 
Nomor 6757); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lem baran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerin ah Nomor 72 Tahun 
2019 ten tang Perubahan Atas Peratu ra n Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 20 16 tentang Perangka t Daerah 
(Lembaran Nega ra Republik Indonesia Tahun 2 0 Nomor 
18 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Ind n esia 
Nomor 6402); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 8 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6 178); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daera h (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 9 Nomor 42, Tamba Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322 ; 

14. Peraturan Pem erintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang 
Pelaksanaan Program Pemulih an Ekonomi Na i al Dalam 
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk 
Pen anganan Pandemi Coron a Virus Disease 2 19 (Covid-
19) dan/ atau Men ghadapi Anca man yan g Membahayakan 
P rekonomian Nasional dan I atau tabilitas Sistem 
Ke angan serta Penyelamatan Ek nomi Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
131, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 651 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 ten tang 
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam 
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan I atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem 
Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6542; 

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 136); 
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16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2020 tentang Rencana Pembangunan J angka Menengah 
Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

18 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
ten tang Klasifikasi, KodefIkasi, dan Nomenkla tur 
Perencanaan Pemban gunan dan Keuanga n Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahu n 201 9 Nom or 447); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tah 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan erah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 omor 
178 1); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri omor 81 Tahun 2022 
tentang Pedom an Penyusun an Rencana Kerja Pe erintah 
Daerah Tahun 20 23 (Berita Negara Republik In donesia 
Tahun 2022 Nom r 590); 

2 1. Peraturan Men ter i Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 
entang Pedoma n Penyusunan An ggaran Pe d apatan dan 

Belanj a Daerah Tahun 2023 (Berita egara Republik 
Indones ia Tahun 2022 Nomor 9 72); 

22. Pera turan Daerah Kabupaten Tasikma laya Nom or 7 Tahun 
20 10 ten tang Rencana Pem bangunan Jangk Panjang 
Da erah (RPJP) Daera h Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2005- 2025 (Lembaran Da erah Kabu a ten Tasikmalaya 
Tahu n 2010 Nomor 7); 

2 3. Pera turan Daerah Kabu paten Ta s ikmal ya Nomor 11 
Tahun 2021 ten tang Rencana Pembangunan Jangka 
Menenga h Daerah (RPJM) Daerah Kabu pa ten Tasikmalaya 
Tahu n 202 1- 2026 (Lembaran Da erah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 202 1 Nom or 11); 

24 . Peraturan Daerah Kabu paten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 te tang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahu n 20 16 ten tang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di 
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Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ta sikmalaya Tahu n 2021 
Nomor 3); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 
Tahun 2014 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10); 

2 7 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 
2022 tentang Penge 0 aan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 8); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

dan 

BUPATI TASIKMALAYA 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAE RAH TAHUN ANGGARAN 2023. 

Pasall 

Dalam Peraturan Daerah ini yang d imaksud dengan: 
1. Bup ti adalah Bupati Ta sikmalaya . 
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ta s ikmalaya. 
3. Pemeri tah Daerah adala h Bupati s ebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang m emimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan u rusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan den gan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Nega ra Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

6 . Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 
7 . Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 
8 . Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang d iakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 
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9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib 
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar
besarnya kemakmuran rakyat. 

10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk didalamnya egala bent k kekayaan yang berhubungan dengan 
hak dan kewajiban dae ah. 

1 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adala rencana keuan ga n tahunan Daerah yang d itetapkan dengan Peraturan 

erah. 
12. Be anja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah y g iakui 

eba gai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun an aran 
berkenaan. 

13. Pem biaya an adalah setiap penerim aan yang perlu dibayar kembali danl atau 
p e geluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun ggaran 
berkenaan rna pun pada tahun-ta h u n anggaran berikutnya. 

14. Pe om an Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai pet njuk dan 
arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, embaha san dan 
peneta pan APBD. 

Pasal2 

APBD Tahun Anggaran 202 3 berjurnlah Rp3.287 .38 7 .840.702,00 (tiga triliun du#a 
ratus elapan puluh tuju h m ilia r tiga ratus delapa n tujuh juta dela pan ratus 
empat p 1 h ribu tujuh ratus dua rupiah) terdiri a tas p endapa tan daerah, 
belanja da erah, dan embiayaan da era h den gan rincian sebaga i beri t : 
a. Pen apatan Daera h Rp3.217.737.840.7 2 ,00 
b. Belan'a aerah Rp 3 .252.562.840.702 ,00 

Surpl I (Defisit) (Rp34. 8 25.000. 000,00) 
c. Pembiaya an Da erah 

1. Penerim aan 
2. Pengeluaran 

Pem biayaan etto 

p92 .000.000.000,00 
Rp57. 175.000 .000 ,00 

p34.825.000.000,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan RpO,OO 

Pasa13 

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar 
Rp3.217.737.840.702 ,00 (tiga triliun dua ratus tujuh belas miliar tujuh ratus tiga 
puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus dua rupiah) , yang 
bersumber dari: 
a. Pendapatan asli; 
b. Pendapa tan transfer; dan 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
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Pasal4 

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 
sebesar Rp368.551.000.565,00 (tiga ratus enam puluh delapan miliar lima 
ratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri 
atas: 
a. Pajak daerah; 
b. Retribusi daerah; 
c. Hasil pengelo aan kekayaan daerah yang d i pisa hkan; dan 
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u ruf a sebesar 
R 6 .239 .000.000,00 (sembilan puluh enam miliar dua rat s ti a puluh 
embilan juta rupiah). 

(3) etribusi daerah sebagaimana d ·m aksud pada ayat (1) huruf b sebesar 
9 .332.774.851,00 (sembilan m iliar tiga ratus tiga puluh dua ju ta tujuh 

ra tu tujuh puluh empa t ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah). 

(4) Ha il pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana ·maksud 
pada ayat (1) huruf c seb esar Rp23 .830.573.860 ,0 0 (dua puluh tiga miliar 
del pan ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dela an ratus 
enam pul h rupiah) . 

(5) Lain -lain penda atan asli daerah yang sah sebagaim ana dimak d pada ayat 
(1) u f d sebesar Rp239 .148. 51.854,0 ua ratus tiga puluh sembilan 
milia r sera tus em pat pu luh delapan juta enam ratus lima pulu h satu ribu 
dela pan ratus . a puluh empat rupiah). 

Pasal5 

(1) Pen apatan transfer sebaga imana d im a ksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar 
Rp2.8 37 .544.840. 137,00 (du a triliun delapan ratus tiga pu lu tujuh miliar 
lima r t s empat puluh empat juta dela an ratus em pat p uh ribu seratus 
tiga pu h tujuh rupiah ), ya ng terdiri atas: 
a. Penda pata n transfer pemerintah pusat; dan 
b. Pendapa tan transfer antar daerah. 

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaiman a dim aksud pada ayat (1) 
huruf a sebesar p2.647.415.5 .000,00 (dua triliun enam ratus empat 
puluh tujuh miliar empat ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu 
rupiah). 

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf 
b sebesar Rp190.129.308.137,00 (seratus sembilan puluh miliar seratus dua 
puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah). 

Pasal6 

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf c sebesar Rp11.642.000.000,00 (sebelas miliar enam ratus empat 
puluh duajuta rupiah), yang terdiri atas: 
a. Pendapatan hibah; 
b. Dana darurat; 
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c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perun dang

undangan. 

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 
Rp11.642 .000.000,00 (sebelas milia r enam ratus empat puluh dua juta 
rupiah) . 

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar RpO,OO 

(nol rupiah). 

(4) Lain-lain pen dapatan sesu a i dengan ketentuan peraturan perundang
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunlf c eb esar RpO,OO (nol 
rupiah ). 

Pasal7 

Anggaran belanja daerah Tahu n Anggaran 2023 sebesar Rp3.252 .562.840.702,00 
(tiga triliun dua ratus lima puluh du a miliar lima ratus enam puluh d a juta 
delapa n ra tus empat puluh ribu tujuh ratus dua rupiah), yang terdiri a ta s : 
a . Belanja operasi; 
b. Bela nja m odal; 
c. Belanj a tidak terduga; dan 
d. Belanja trans er. 

Pa sal 8 

(1) Anggaran belanja operasi sebagaim ana d imaksud d lam Pasal 7 huruf a 
seb a r p 2 .259 .497.074 .142,00 (dua triliun dua ratus lima pulu sembilan 
mill empat ra tus sembilan puluh tujuh juta tuju h puluh empat ri u seratus 
emp t puluh dua rupiah), yang terd iri atas: 
a. elanja pegawai; 
b. ela nja baran g dan jasa; 
c . B lanja bunga ; 
d. Be anja sub sid i; 
e. Belanja hibah; dan 
f. Belanj a bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana d imaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 
Rp1.389.446 .830 .295,00 (satu triliun tiga ra tus d elapan puluh sembilan miliar 
empat ratus empat p luh en am juta dela pan ra tus tiga puluh ribu dua ra tus 
sembilan puluh lima rupiah). 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 
Rp766. 137 .635.097 ,00 (tujuh ratus enam puluh enam miliar seratus tiga 
puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh tujuh 
rupiah). 

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar RpO,OO 
(nol rupiah). 

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar RpO,OO 
(nol rupiah). 

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u ruf e sebesar 
Rp 102.662 .608.750,00 (seratus dua miliar enam ratus enam puluh dua ju ta 
enam ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) . 
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(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada aya t (1) huruf s ebesar 
Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh ju ta rupiah) . 

Pasal9 

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b 
sebesar Rp306.693.904.991,00 (tiga ratus enam m iliar enam ratus sem bilan 
puluh tiga juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus sembilan puluh 
satu rupiah) , yang erdiri atas: 
a . Belanja m odal tanah; 
b . Belanja m odal perala an dan mesin; 
c. Be a nja modal gedun g dan bangunan; 
d . Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; 
e . Belanja modal a et tetap lainnya; d an 
f. Belanja modal aset tidak berwujud. 

(2) B la j a m odal tanah sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) h uruf a sebesar 
Rp lO .19 7.910.000,0 0 (sepuluh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta 
sembilan ratus sepuluh ribu rupiah). 

(3) Belanj a modal peralatan dan m e sin seba gaiman a dim a k sud p a d ayat (1) 
huruf b sebesar p 3 . 6. 87 .65 , 0 (seratu s tiga belas miliar seratus 
enam bela ju a seratus de apan puluh tujuh ribu en 
rup ia h ). 

ratus lim a puluh 

(4) Bela nja modal gedung dan bangun a n seba gaimana dimaksud pa a ayat (1) 
huruf c sebesar Rp81.585.960.550 ,00 (delapan puluh satu mi iar lima ratus 
del pan puluh lima jut sembilan ratus enam puluh ribu lima ra tus lima 
pulu h piah). 

(5) Belanja m odal jalan, j arin gan, dan iriga si sebagaim ana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d s eb esar Rp 41. 150.354.000,00 (empat p u luh sa tu miliar seratus 
lima pul j ta tiga r a tus lima puluh empat ribu rupiah) 

(6) Belanj m odal aset tetap lainnya sebagaimana d imaks d pada a at (1) huruf e 
sebesar Rp60.643 .492 .79 1,00 (enam p uluh miliar enam r a tu empat puluh 
tiga juta em pat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratu s sembilan puluh 
satu rupiah) 

(7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
huruf f sebesar RpO ,OO ( 01 rup iah). 

Pasall0 

Anggaran belanj a tid ak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c 
s ebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), yang terdiri atas belanja 
tidak terduga. 

Pasal 11 

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d 
sebesar Rp656.371.861.569 ,00 (en am ratus lima puluh enam m iliar tiga ratus 
tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam 
puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas: 
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a. Belanja bagi hasil; dan 
b. Belanja bantuan keuangan. 

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 
Rp10.639 .932.569 ,00 (sepuluh miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta 
sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah). 

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
sebesar Rp645.731.929.000,00 (enam ratus empat puluh lima miliar tujuh 
ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). 

Pasal 12 

Anggaran pembiayaan daerah 
Rp34.825.000.000,00 (tiga puluh empa 
rupiah), yang terdiri atas: 

Tahun Anggaran 2023 sebesar 
miliar delapan ratus dua pulu l' a juta 

a. Pen e 'maan pembiayaan; dan 
b. Pe g luaran pembiayaan. 

Pasal 13 

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pa al 12 huruf 
a seb ar p92 .000.000.000,00 (sem bilan puluh dua miliar rupia h), yang 
bersum ber d ari Si a lebih perhi u ngan tahu n anggaran sebelumny 

Pasal14 

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf b sebesar Rp57 .175 .000.000,00 (lima puluh tujuh miliar ser tus tujuh 
pul Ii a juta piah), yang terdiri a tas: 
a. P m bent kan dana cadan gan; 
b. Pe yertaan modal daerah; 
c. Pem bayaran cicilan pokok utang yang ja tuh tempo; 
d. Pem erian pinjaman daerah; dan 
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan keten tuan peraturan 

perundang-u ndangan. 

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
sebesar Rp50.000.000.000 ,00 (lima puluh miliar rupiah). 

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
sebesar Rp7.175.000.000,00 (tujuh miliar seratus tujuh puluh lima juta 
rupiah). 

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c sebesar RpO,OO (nol rupiah). 

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
sebesar RpO,OO (nol rupiah). 

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 
RpO,OO (nol rupiah). 
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Pasal 15 

(1) Selisih an tara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah 
mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp34.825.000.000,00 (tiga puluh 
empat miliar delapan ratus dua pulu h limajuta rupiah). 

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap 
pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 34.825.000.000,00 (tiga puluh empat 
miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah). 

Pasal16 

(1) Dalam keadaan darura t , Pemerintah Daerah Kabupaten dapa t melakukan 
penge u aran yang belum tersedia anggarannya, dengan terl bih dahulu 

erubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang se anj tnya 
iu u lkan dalam rancangan Peratura n Daerah tentang Perubahan AP 

(2) K adaan darurat sebagaimana dim aksud pada ayat (1) palin g sedikit 
m me u h i k riteria sebaga i berikut: 
a. ukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah da rah dan 

tidak dapat d iprediksikan sebelu m nya; 
b. 'dak diharapkan terjadi berulang; 
c. bera da diluar kendali dan penga ruh pemerintah daerah; dan 
d. m em i iki dampak yang signifikan terha d ap anggaran ala m rangka 

pem rhan yang disebabkan oleh keadaan darura . 

(3) Pen a n aan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya ebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat me ggunakan belanja tidak terduga. 

(4) Dal m hal belanja tidak terduga sebagaim ana dimaksud pada aya t (3) tidak 
men cuk . da a dilakukan dengan cara : 
a. m en ggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian tar et kinerja 

pr gram dan kegiata n lain ny dalam tahun anggaran berjalan; an/atau 
b. memanfaatkan u ang k a s yang te sedia dari selisih eb'h realisasi 

pend pa tan a tau selisih lebih realisa si penerimaan pembiayaan 
sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ten tang APBD . 

(5) Pengeluaran sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk 
keperluan mendesak. 

(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pad a ayat 
(5) meliputi: 
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya 

belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan 
b. keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan menimbulkan kerugian 

yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. 
(7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya 

dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a 
diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD. 

(8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD. 
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(9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, 
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia 
anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi 
anggaran. 

Pasal17 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 , tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari: 

a. Lampiran I 

b. Lampiran II 

c. L m iran III 

d . La piran IV 

e. Lampiran 

f. Lampiran VI 

g. Lampiran VII 

h. Lampiran VIII 

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan 
J enis Pen dapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan 
Pemerintah an Daerah dan Organisasi; 

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegia tan, Sub Kegiatan, Kelompo ,Jenis 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisas i, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub 
Kegiatan Beserta K luaran; 

Rekapitulasi Belanj a Daerah Untuk Kesela rasan dan 
Keterpa ua Urusan Pemerintah Daera si Dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ; 

Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 

Sinkron isasi Program pada RPJMD dengan Rancang n APBD; 

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pad a RKPD 
dan PPAS d en gan Rancangan APBD; 

L Lampiran IX Sikroni a si Pr ram Prioritas Nasional dengan Program 

J. Lampiran X 

k. Lampiran XI 

1. Lampiran XII 

m. Lampiran XIII 

n. Lampiran XIV 

o. Lampiran XV 

p. Lampiran XVI 

Priorita s Daerah; 

Daftar J u m lah Pegawai Per Golongan d Per J a atan; 

Daftar Piuta ng Daerah; 

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah 
Lainnya; 

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 
Daerah dan set Lain-Lain; 

Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years); 

Daftar Dana Cadangan; dan 

Daftar Pinjaman Daerah. 

Pasal 18 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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Pasal 19 

Peraturan daerah ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini d en gan penempa tannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 
pada tan al, 0 D sember 2023 

H 

M 

LEMBARAN D ERAH KAB PATEN TASIKMALAYA TAHUN 2 22 NOMO 11 

NOREG PERATU N AERA KABUPATEN TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA 
BARAT: (11/ -06/20 22) . 
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Lam pira n I 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

Peratura n Daerah Ka bupaten 
Tasikrna laya 
Nomor 
Tal1ggal 

11 Tahun 2022 
30 Desem ber 2022 

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENU RUT KElOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, 
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN 

TAHUN ANGGARAN 2023 

Uraia n Jumlah 

PENDAPATAN DAERAH 

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 368.551.000.565 

Pajak Daerah 96.239.000.000 

Retribusi Daerah 9.332.774.851 

Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 23.830.573.860 

Lain-lain PAD yang Sah 239.148.651.854 

PENDAPATAN TRANSFER 2.837.544.84 0.137 

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.647.415.532.000 

Pendapatan Transfer Antar Daerah 190.129.308. 137 

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 11.642.000.000 

Pend apatan Hibah 11.642.000.000 

Jumlah Pendapatan 3.217.737.84 0_702 

BELANJA 

BELANJA OPERASI 2.259.497.074_142 

Belallja Pegawai 1.389.446.830.295 

Be lanja Ea rang dan Jasa 766. 137.635.097 

Be lallja Hibah 102.662.608.750 

Be lallja Bantuan Sosial 1.250.000.000 

BELANJA MODAL 306.693.904.991 

Be lallja Modal Ta nah 10.197.910.000 

Be lallja Modal Peralatan dan Mesill 113.116.187.650 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 81.585.960.550 

Belallja Modal Jalan, Jaringan, dan Iri gasi 41.150.354. 000 

Belallj a Mod al Aset Teta p La innya 60.643.492.791 

BELANJA TlDAK TERDUGA 30.000.000.000 

Belanja Tidak Te rduga 30.000.000.000 

BELANJA TRANSFER 656.371 .861.569 

Be lanja Bagi Hasil 10.639.932.569 

Be lanja Ba ntuan Keuallga n 645.731.929.000 

Jumlah Belanja 3.252.562.840.702 

Total Surplus/(Defisit) (34.825.000.000) 

PEMBIAYAAN 

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 92.000.000.000 

Sisa Lebih Perhitu ngan Ang garan Tahun Sebelumnya 92.000.000.000 

Jumlah Penerim aan Pembiayaan 92.000.000.000 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 57.175.000.000 

Pembentukan Dana ( adangan 50.000.000.000 

Penyertaan Moda l Daerah 7.175.000.000 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 57.175.000.000 

Pembiayaan Netto 34.825.000.000 

Sisa Leb ih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0 

~u~1ti <Q ~ .:;-;; at ~ikmalaya 

~-~ * ~> ~'. ".1'~~':..-;;;· 
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